1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian
hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan

ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.*

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas
penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai
kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan
demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu
penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah
tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan
yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan

untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada
ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Ganguan
tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan,
yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang

tidak terarah yang menggangu kedamaian pergaulan hidup.

1 satipto Rahardjo.tt, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, him. 15.
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Menurut Soerjono Soekanto® bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti
pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia
kecenderungan adalah demikian. Sehingga pengertian Law Enforcement begitu
popular. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum
sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini
jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau
keputusan pengadilan bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam

pergaulan hidup masyarakat.

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara
membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh
aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah
dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan
secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunkan hukum pidana)

Menurut Sudarto® bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara

sebagai berikut:

1. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan
yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada
pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana
yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan,
penyidikan lanjutan, penuntutan, dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari

politik kriminal.

Soerjono Soekanto, loc. cit.

% Sudarto, loc. cit.
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2. Upaya Non Penal (Preventif)
Upaya penegakan hukum secara non penal ini lebih menitikberatkan pada
pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan

tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

a). Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau kongkrit guna
mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana

pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.

b). Mengurangi dan menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan

perbaikan lingkungan.

c). Penyuluhan kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam terjadinya
kriminal yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan

kejahatan.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief*
menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap
yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk
mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak
termaksuk dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-

tahap tersebut adalah:

1. Tahap Formulasi
Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang

yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa

‘. Barda Nawawi Arief, op. cit., him. 157.
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kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan

daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat
penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan. Dengan demikian
aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-
peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-
undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang
teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap

yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat
pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas
menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat
undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan
pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah
ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam
pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan

pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau

proses rasioanal yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
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Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari

nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya
dibicarakan. Istilah penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan,
melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat,
sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan
perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Di dalam proses
tersebut, hukum tidaklah mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat dengan
proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut serta, yaitu masyarakat itu
sendiri dan penegak hukumnya. Dalam hal ini hukum tidak lebih hanya ide-ide
atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut dengan
keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk
perundang-undangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Namun demikian,
tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap
dan sempurna, melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan
penyempurnaan. Untuk merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan
tingkat profesionalisme aparat penegak hukum, yang meliputi kemampuan dan
keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam

penerapannya.
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Menurut Soerjono Soekanto® penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan
perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu:
1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum itu
tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergumulan hidup.

Apabila kelima faktor tersebut dijadikan barometer didalam penegakan hukum
untuk melihat faktor penghambat dan pendorong di dalam pelaksanaan tugasnya,

maka akan dijabarkan sebagai berikut:
1. Faktor Hukum

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsensi
keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian
hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena
itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum
merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu
tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan
hukum bukan hanya mencangkup “Law enforcement” saja, akan tetapi juga
“peace maintenance”, karena penyelenggaraan hukum sesunggungnya
merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola prilaku

nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

°. Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali,

Jakarta, him 5.
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Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahaan sosial hanya dapat
diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan
perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya
jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya antara kebutuhan untuk

menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

2. Kepribadian atau Mentalitas Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau
kepribadian penegak hukum, dengan mengutip pendapat J.E Sahetapy yang
menyatakan bahwa, dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi
penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu
kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.
Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum
(inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan

terlihat, harus diaktualisasikan.®

3. Fasilitas Pendukung

Fasilitas Pendukung mencangkup perangkat lunak dan keras. Salah satu perangkat
lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini
cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal
polisi mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang
kejahatan Korupsi, yang merupakan tindak pidana khusus yang selama ini masih
diberikan wewenangnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini karena secara

teknis-yuridis kepolisian dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun

®  J.E Sahetapy, 1995, Bunga ampai Viktimisasi, Bandung, Eresco, him 87.
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disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh pihak kepolisian begitu luas

dan begitu banyak.

4. Taraf Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai kesadaran hukum,
masalah yang trimbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum
yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum
sebenarnya merupakan suatu proses yang mencangkup pengetahuan hukum, sikap

hukum, dan perilaku hukum.

5. Faktor Budaya dan Masyarakat

Secara analisis konsepsional terhadap berbagai jenis kebudayaan, apabila dilihat
dari perkembangannya dan ruang lingkupnya di Indonesia, adanya super-culture,
culture, subculture dan counter-culture. Variasi kebudayaan yang demikian
banyaknya, dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan
hukum, variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena
itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat, misalnya

penegakan hukum di Papua akan berbeda dengan di Jakarta.

Kelima Faktor tersebut diatas saling berkaitan, karena merupakan hal pokok
dalam penegakan hukum, serta merupakan ukuran untuk mengetahui efektivitas
dalam penegakan hukum. Dari kelima faktor tersebut faktor penegak hukum
menempati titik sentral. Hal ini disebabkan oleh karena undang-undang dibuat
untuk dilaksanakan oleh penegak hukum dan dalam penerapannya kemungkinan

ada perbedaan persepsi antara penegak hukum yang satu dengan penegak hukum
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yang lain. Di samping itu dalam masyarakat ada anggapan, bahwa penegak
hukum merupakan golongan yang mengetahui dan mengerti tentang hukum,

sehingga dijadikan panutan oleh masyarakat.
C. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan dan makluk hidup, termaksuk manusia dan perilakunya yang
mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makluk
hidup lainnya. Lingkungan hidup memerlukan pengelolaan yang baik dan benar
guna melestarikan fungsi lingkungan hidup sehingga tidak tercemar dan dapat

memberikan manfaat bagi manusia dan alam sekitarnya.

Menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan, bahwa pencemaran lingkungan hidup
adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau
komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga

melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.’

Berdasarkan perumusan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tersebut diatas, dapat diketahui pencemaran lingkungan hidup yaitu:

1) masuknya atau dimasukannya mahluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen
lin kedalam lingkungan.

2) Kegiatan tersebut dilakukan oleh manusia.

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup.
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3) Menimbulkan akibat kualitas lingkungan menurun sampai pada tingkat
tertentu yaitu sesuatu keadaan yang menyebabkan lingkungan hidup menjadi
kurang atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau penerunan

fungsi lingkungan hidup dari keadaan yang seharusnya.

Mengenai perbuatan perusakan lingkungan, dirumuskan secara tegas dalam Pasal
1 angka (16) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan
perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau
hayati lingkungan hidup sehingga melampaui Kriteria baku kerusakan lingkungan

hidup”.

Memperhatikan rumusan Pasal 1 angka (16) di atas, secara garis besarnya

perusakan lingkungan hidup mengandung unsur-unsur bahwa:

1) Adanya tindakan yang dilakukan.

2) Tindakan tersebut menimbulkan perubahan secara langsung maupun tidak
langsung terhadap sifat fisik maupun hayati lingkungan tersebut.

3) Tindakan yang dilakukan secara nyata telah mengakibatkan lingkungan hidup

tidak dapat berfungsi dalam menunjang kehidupan selanjutnya.

Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pencemaran lingkungan hidup
oleh suatu Kkorporasi (badan hukum), ada 3 golongan vyang dapat

dipertnggungjawabkan jika suatu korporasi melakukan tindak pidana, yaitu:

1) Orang sebagai pribadi yang melakukan
2) Orang sebagai pengurus korporasi

3) Orang sebagai pengurus,
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Kententuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana berkenaan dengan
pencemaran lingkungan hidup diluar KUHP, sebagaimana diatur pada Pasal 98,
Pasal 99, Pasal 100, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Pasal 98;
Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang
mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air,
baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).
Ayat (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama
12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00
(empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua
belas miliar rupiah).
Ayat (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99;

Ayat (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan
dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air
laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ayat (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6
(enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
Ayat (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun
dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan
paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
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Pasal 100

Ayat (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu
emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah).

Ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak
dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Jika tindak pidana terhadap pencemaran lingkungan dilakukan oleh atau atas
nama suatu korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada
Korporasi dan seseorang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana
orang tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak

pidana tersebut (Pasal 116 Undang-Undang 32 Tahun 2009).

Dalam KUHP ketentuan yang dapat dianggap berkenaan dengan tindak pidana
pencemaran lingkungn hidup diterangkan dalam Pasal 187,188, 202 dan 203

sebagai berikut:

Pasal 187,

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau
banjir akan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, dengan pidana penjara
paling lama lima belas tahun jika karenanya timbul bahaya bagi nyamwa
orang lain, dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu
tertentu paling lama dua puluh tahun jika karenanya timbul bahaya bagi
nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 188;
Barang siapa karena kealfaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau
banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau
kurungan paling lama satu tahun, jika karenanya timbul bahaya umum
bagi barang, timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya
menyebabkan matinya orang.

Pasal 202
Ayat (1) Barang siapa memasukkan barang sesuatu kedalam sumur,
pompa, sumber air atau perlengkapan air minum untuk umum atau untuk
dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, padahal diketahui
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bahwa karenanya air lalu berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ayat (2) Jika perbuatan dimaksud mengakibatkan matinya orang, yang
bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 203

Ayat (1) Barang siapa karena kealfaannya menyebabkan bahwa barang
sesuatu dimasukkan kedalam sumur, pompa, sumber air atau
perlengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau
bersama-sama dengan orang lain, padahal diketahui bahwa karenanya air
lalu berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, diancam dengan pidana
penjara paling lama Sembilan bulan atau kurungan paling lama enam
bulan.

Ayat (2) Jika perbuatan dimaksudkan mengakibatkan matinya orang,
yang besalah dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat
bulan atau kurungan paling lama satu tahun.

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan Undang-

Undang mengenai lingkungan hidup, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan

hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Perampasan Keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;dan/atau

Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau

Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/atau
Meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/atau

Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

(Pasal 119 Undang-Undang 32 Tahun 2009).



